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BAB |1

HAK WARIS ANAK SUMBANG

A. Kedudukan Anak Menurut KUH Perdata

Sebelum penulis membahas waris anak sumbang daldiM K
Perdata, penulis akan membagi status anak ke dadd@rapa golongan
yang mana akan mempengaruhi dalam suatu pewarisak-amak
tersebut.

Ada Beberapa Status Anak Dalam Kitab Undang-Undduigum
Perdata Burgerlijk Wetboek) yang menggolongkan tiga penggolongan
terhadap status anak, yaitu:

1. Anak syah, yaitu seorang anak yang lahir dalamuspatrkawinan
(pasal 250 KUH Perdatd).

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi dapatkdi.
Golongan ini adalah anak yang dilahirkan dari hgamantara laki-
laki dan perempuan dimana keduanya tidak terikdandastatus
perkawinan dengan orang lain dan diantara kedusidgk terdapat

larangan apabila keduanya melangsungkan perkawfanan

! SudarsonoHukum Waris dan Sistem Bilatergllakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. II.
him. 90.

2 Benyamin Asri dan Thabrani AsriDasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu
Pembahasan Teoritis Dan Praki€lBandung : Tarsito, 1988), him. 13.
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3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak dapat diakaik oleh ayahnya
ataupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak puayah dan tidak
punya ibu®

Selain itu menurut Undang-Undang No 1 Tahun 19Pd4sal 42-

44, ketentuan Undang-undang perkawinan kedudukak diatur secara

tegas sebagai berikut:

Pasal 42 berbunyi :Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43 berbunyi :

1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunnya.

2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanputakan diatur
dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 berbunyi :

1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yaagiitidn oleh
istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istartelah berzina
dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidalanyak atas
permintaan pihak yang berkepentingan.

Menurut KUH Perdata anak yang dilahirkan atau didean
selama perkawinan, memperoleh suami sebagai aydpagal 250 KUH

Perdata). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum Kem@ratus delapan

% Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menkitlitl Perdata
(BW),(Jakrta: Bina Aksara, 1984), Cet.. hjm. 40.



48

puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkarihokuami (pasal 251
KUH Perdata). anak luar kawin, kecuali yang dilkhir dari perzinahan
atau sumbang, disahkan oleh perkawinan yang mehgaguayah dan ibu
mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secaredadap anak itu.
Apabila pengakuan terjadi dalam akta perkawinarsgrmdiri (pasal 272
KUH Perdata).

Terhadap anak luar kawin yang dapat diakui, agapatda
mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, radkarus diakui.
Anak luar kawin yang sudah diakui dapat disahkan atenjadi anak sah,
apabila kedua orang tuanya (yang membenihkanya) udicm
melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang pergad, bahwa
pengakuan anak luar kawin itu sifatnya persondfijkat arti personalijk di
sini, bahwa hubungan keperdataan hanya ada amtakawar kawin yang
diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedandkaigan sanak
saudara yang mengakuinya tidak ada hubtthgan

Oleh KUH Perdataada kemungkinan seorang anak tidak hanya
mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai itdalam
pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wamigamelahirkanya
itu, tidak ada hubungan hukum sama sekali tentargbprian nafkah,
warisan dan lain-lainya. Antara anak dan ibu bada @erhubungan
hukum, apabila si ibu mengakui anak itu sebagakmaysm di mana

pengakuan itu harus dilaksanakan dengan sistirantert yaitu menurut

* Benyamin Asrilpc. cit.
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pasal 281 KUH Perdata dengan akte otentik sendkie(notaris) bila
belum diadakan dalam akte kelahiran si anak atda paktu pelaksanaan
perkawinan, dapat juga dilakukan dengan akte yaibgiatl Pegawai

Catatan Sipil&mbtenaar bij de burgerlijk stapd

B. Anak Sumbang Menurut KUH Perdata
Dalam KUH Perdata ada dua macam anak luar nikakgpénan)
yaitu anak luar perkawinan yang dapat diakui dam al@ak luar kawin
yang tidak dapat diakui. Anak luar nikah mempungaa pengertian
yaitu:

1. Anak luar luar perkawinan yang dapat diakui adalahak yang lahir
diluar perkawinan yang s&hMenurut Pasal 280 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata antara anak luar nikah dangomaannya
mempunyai hubungan hukum (hubungan hukum perdaiaila si
bapak dan si ibu mengakuinya.

Menurut KUH Perdata pengakuan itu dilakukan secara:
a. Secara autentik (pasal 281 KUH Perdata)
b. Secara tegas dan tidak boleh disimpulkan.
Dengan adanya pengakuan ini, status anak luar rniéakebut
diakui antara lain dalam pemberian izin nikah, Kévea timbal balik

dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai naneavaris,

® Omar Salim,Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesi@Jakarta; PT Reineka Cipta,
2006), him. 69.

® Sudarsonloc. cit.

" J. SatrioHukum Waris(Bandung: Paramita, 1988hm. 168
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dan sebagainya. Setelah adanya pengakuan dari twranga, maka

menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakemebut

harus ada pengesahan dengan cara:

a. Perkawinan Orang Tuanya.

Menurut pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukumrd&a
pengesahan karena perkawinan orang tua yaitu biamaorang
anak dibenihkan di luar perkawinan, menjadi anak apabila
sebelum perkawinan orang tuanya telah mengakui ugaknikah
itu sebagai anaknya. Pengakuan itu dapat dilakus@melum

perkawinan atau sekaligus dalam akte perkawinafinya.

b. Surat Pengesahan (pasal 275 KUH Perdata).

2. Mengenai pengertian anak luar kawin yang tidak tej@kui ada dua

golongan yaitu:

1. Anak Zina(Overspeleg Kind

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubunganrargaorang
laki-laki dan seorang perempuan di mana salah sdfu
keduannya terikat dalam ikatan perkawinan yangdesigan pihak

lain.

. Anak SumbangRloed Schennefgdarah yang dikotori).

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hulamngntara

seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang afi@arkeduanya

® Ibid.
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terdapat larangan untuk menikah (karena terdagairtgan darah,
misalnya kakak dengan adiR).

Anak-anak tersebut menurut pasal 283 yang berbuAyiak
yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan Har@cest,
sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi Ketem pasal 273
mengenai anak penodaan darafaitu tidak dapat diakui.

Dan mengenai hak waris anak-anak ini pasal 867 K@éktlata
menentukan bahwa mereka tidak dapat mewaris damgoryang
membenihkanya. Tetapi undang-undang memberikandiepeereka
hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadageb (warisan
yang berupa kekayaan saja), nafkah ditentukan raesuayah atau si

ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yanifsah.

C. Hak WarisAnak Sumbang Menurut Pasal 867 KUH Perdata.
Di atas telah disinggung tentang unsur-unsur wBKMg yakni:
Pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga ursukum waris ini
sebagai sarat adanya pewarisan, kalau tidak adédn satunya maka
hukum waris tidak bisa diberlakukan/ tidak terlals#anpa adanya :
a) PewarigErflater)
Siapa yang layak disebut sebagai pewaris? banylakdan
yang memberi jawaban atas pertanyaan ini dengarumeén pasal

830 BW, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung kareemdktian”.

° Benyamin Asriop. cit.him. 12
10 Ali Afandi, op.cit, him. 43.
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Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, lakiklaki

maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah hakaykan,

maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajibarajiean yang

harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengaat swasiat

maupun tanpa surat wasiat. Karenanya adalah peattigya untuk

menetapkan dengan teliti saat meninggal itu. Biaganyang

dianggap sebagai yang menentukan, adalah saangaiterhenti

berdenyut*

b) Ahli waris (Erfenaam)

Ahli waris menurut UU terdiri atas 4 golongan yaitu

a. Golongan | terdiri atas: suami atau istri yang bidierlama
ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturanak-anak
tersebut. Hal tersebut terdapat pada pasal 832,d852852 a KUH
Perdata. Apabila ada diantara anak yang sah yéety eeninggal
dunia maka keturunan yang sah (cucu) dari anakyaal telah
meninggal dunia tersebut bisa tampil sebagai ahkrisv
menggantikan orang tuanya yang telah meningal dtergebut.
Hak bagian cucu mengikuti bagian orang tuanya. &8aggtri atau
suami ini terdapat perbedaan.

b. Golongan Il terdiri atas: ayah, ibu, dan saudatatsa serta
sekalian keturunan sah dari saudara-saudari tdrselagai ahli

waris pengganti saudara-saudari tersebut jika aiannereka ada

A Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum HukBerdata
Belanda Jakarta : PT Intermasa, 1990, Hal, 15
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yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut terdeguda pasal 854,
855, 856, dan 857 KUH Perdata.

c. Golongan lll terdiri atas: kakek nenek dari ayam #kakek nenek
dari ibu. Pembagian warisan dari golongan ini hadikdoving
terlebih dahulu. Maksudnya harta peninggalan yalegdabagi dua
terlebih dahulu. Setengah bagian pertama meruphiknbagian
kakek nenek dari garis ibu dan setengah bagianyaimerupakan
hak bagian kakek nenek garis ayah. Apabila kakeleke@aris ibu
masih hidup maka mereka mendapatkan seperempatnbagi
Sedangkan apabila kakek nenek dari garis ayahdirgikek saja
maka kakek tersebut mendapat utuh setengah bamiaal 853 dan
859 KUH Perdata).

d. Golongan |V terdiri atas: keluarga sedarah darisgarenyimpang
yang dibatasi sampai derajat keenam, baik darkpilyah maupun
pihak ibu. Ahli waris ini baru bisa dibutuhkan apaltidak ada
golongan ahli waris dari golongan Ill (pasal 861HBerdata}?

c) Warisan(nalaten schap)

Warisan atau yang disebut harta warisan vyaitu: eavuju
kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepsda ahli waris
tersebut. Dalam sistem BW tidak mengenal istilattahasal dan harta
gono-gini atau harta yang diperoleh bersama dindgdarkawinan,

sebab harta warisan dalam BW dari siapapun jugaupakan

12 |dris Ramulyo Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarléitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revigigkarta: Sinar Grafika, 2004), Cethlm. 96-98.
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“kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam kesdedarakan beralih
dari tangan pewaris kepada seluruh ahli warisniganrya dalam B.W.
tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar matam asal
barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Hal tersahtegaskan
dalam pasal 849 BW?

Sebelum ada pembagian warisan maka kepada ahls veaa
beberapa ketentuan-ketentuan tentang kewajibanjk@anayang harus
dilunasi kewajiban dari mayit yaitu: Pembayaranngtatang mayit,
pengurusan mayit, hibah wasiat. Dalam pasal 118@bdikan; Para
waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkdalam hal
pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain, mernibagian yang
seimbang dengan apa yang diterima masing-masinigvekisan”.

Dalam hal pengurusan mayat yaitu pemakaman mapatebharta
warisan yang pertama harus dimanfaatkan untuk mganbaegala
keperluan guna terlaksananya pemakaman mayat werdeédlam hal ini
Burgerlijk Wetboekiidak meancantumkan dalam bagian warisan, akan
tetapi dalam pasal 1149 kedua, yang menjelaskaa pemakaman mayit
itu sebagai utang preferent vyaitu terlebih dahulu diutamakan
pembayarannya dari harta warisannya, sebelum yemglain dilunast?

Hanya satu jenis utang yang harus lebih diutamakan
pembayarannya sebelum biaya pemakaman, yaitu hiayigk menyita

barang-barang yang bersangkutan guna untuk dilledenbarang-barang

13 Benyamin Asripp. cit.him. 5.
* Omar salimpp.cit,him. 19.
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itu di muka umum untuk melunasi utang-utang, ita mana harta warisan

tidak memenuhi untuk dibayar semua utang-utandhya.

Menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Pergateg
dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan kargaasikecualikan dari
pewarisan ialah:

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karenarshfahkan
telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yanigggel.

2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersaiahkarena
secara fithah telah mengajukan pengaduan terhadapg oyang
meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sedtgainatan yang
terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamatayahukuman
yang lebih berat.

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tedtabegah orang
yang meninggal untuk membuat atau mencabut susatainga;

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau reekaad surat
wasiat orang yang sudah meninggal.

Menurut Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Per(3¥#),
anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itlgkiboleh dirugikan oleh
salahnya orang tua apabila anak-anak itu menjddwalis atas kekuatan
sendiri (iiteigen-hoofde artinya apabila menurut hukum warisan anak-

anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapadhaku ahli waris’

1% bid,
18 Wirjono ProdjodikoroHukum Waris Di IndonesigBandung: Sumur, 1983), him. 91.
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Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang Kidaantas
mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwangebakim dapat
menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengdak perlu
menunggu penuntutan dari pihak apapun juga. Sét@udalam Pasal
839 KUH Perdata (BW), mewajibkan seorang ahli wgaisg tidak pantas
itu untuk mengembalikan hasil yang ia telah pet#i darang-barang
warisan’’

Setiap notaris yang dengan perantaranya telah negnalta dari
sesuatu wasiat dan segala saksi yang telah mekgaksembuatan akta
itu (demikian juga pendeta yang telah melayani #hib yang merawat
orang meninggal itu selama sakitnya yang teraksignua mereka itu
tidak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari \a@hsitu yang telah
dihibahkannya®.

Dalam hukum kewarisan, status anak sumbang sebagaim
diketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdatesalp 867
berbunyi: ‘Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak ddasl bagi
anak-anak yang lahir dari perzinaan atau sumbangdé&hg—undang
hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”.

Dalam pasal di atas ada dua status anak yang numkaberhak
menuntut atas waris dari kedua orang tua merekansemendapat asupan
nafkah selama hidupnya anak tersebut yaitu; Ana& @verspeleg kind

dan anak sumban@lpoed Schenndéglarah yang dikotori). Pasal 868 KUH

7 bid.
18 Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdat@lakarta: Intermasa, 1984), Cet. 19, him. 209.
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Perdata juga menjelaskan tentang hak waris terhagiagipang. Undang-
undang hanya memberikan kepada anak sumbang haltaoepemberian
nafkah seperlunya terhadap harta yang besarnya tidntu tergantung
dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan &egdaa ahli waris
yang saH?

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka manapunaskin,
turut menentukan besarnya hak alimentasi anak-amek atau sumbang
hal ini sesuai dengan pasal 868 KUH Perdata, yafuah diatur sesuai
kekayaan bapak atau ibu. Harus ditegaskan pulayddbntutan anak
seperti itu akan memperoleh sesuatu dari harta samri bukanlah
merupakan sesuatu tuntutan sebagai ahli warispitet@bagai suatu
tuntutan seperti dari seorang piutang (kredittr).

Adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau sabapda waktu
mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupanykwKiai terjadi maka
menurut pasal 869 KUH Perdata, untuk anak sepersama sekali tidak
ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta savariyang

ditinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bafak

197, Satriopp. cit.him. 173.
2 |bid.
2L Wiryono Projdodikoroloc. cit.



